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BAB III 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan 

yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Perlindungan Hukum bagi pasar tradisional, terhadap pasar modern yang 

melanggar aturan tentang jarak di Kabupaten Sleman, telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, tentang 

Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan tersebut 

mengatur bahwa untuk dapat mendirikan toko modern harus memiliki Izin 

Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM dan untuk 

mendapatkan ijin tersebut, pendirian toko modern harus mematuhi syarat-

syarat yang berlaku, termasuk memperhatikan jarak Toko Modern dengan 

pasar tradisional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012, jika syarat 

tersebut tidak dipenuhi, maka pemilik toko modern dapat dikenakan sanksi 

administrative,  berupa  peringatan tertulis dan/atau pembekuan izin untuk 

sementara, sampai dengan ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum 

bagi pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sleman adalah, adanya 
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oknum yang memberikan Ijin Usaha terhadap Toko Modern walaupun 

tidak memiliki IUTM dan melanggar aturan tentang jarak, belum adanya 

pemberian izin toko-toko modern dengan harga tinggi, dan kurangnya 

pengawasan oleh pemeritah terhadap toko-toko modern yang telah 

melanggar aturan tentang jarak tersbut. 

 

B. Saran 

Perlu adanya pengawasan dan penindakan oleh pemerintah terhadap 

oknum yang memerikan ijin, terhadap toko modern yang tidak memiliki 

IUTM dan telah melanggar aturan tentang jarak. Perlu adanya pembebanan 

biaya yang besar bagi pengusaha yang ingin membangun toko modern. Dan 

Perlu adanya pengawasan dan pemberian sanksi keras terhadap toko modern 

yang telah melanggar aturan tentang jarak tersebut.   
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